
La皿棚N I

wALI Ko皿slBOLGA

pROvlNs量suMATERA u船RA

pERATURAN wAしI Ko船s工BOLGA

NOMOR 78 TAHUN 2023

TEN恥NG

pERUBAHAN A船s PERATURAN WALI Ko皿slBOLGA NOMOR 48

皿HUN 2o23 TENTANG pENGmpusAN sANKs重ADMINlsTRAT工F

BERupA DBNDA A皿s TUNGGAKAN pA↓AK BUMI DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN pERKOTAAN恥HUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang　: a. bahwa dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk

melunasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkota紬(PBB-P2) sebaga王　salah satu upaya

meningkatkan penerimaan ncgara dan Pendapatan Asli

Daerah khususnya Pajak Daerah, maka beberapa

ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 48

Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administra血r

Bempa Denda Atas皿nggaka皿Pajak Bumi dan B狐gunan

Perdesaan dan Perkota紬　Tahun　2023　perlu untuk

d皿akukan pe｢ubah紬;

b･　bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada humf a, perlu menetapkan Peraturan W瓢i Kota

tentang Pembah紬　Atas Peratur紬　Wali Kota Sibolga

Nomor　48　Tahun　2023　tent紬g Penghapusan Sanksi

Administratif Bempa Denda Atas Tunggakan Pajak Bumi

d紬Bangunan Perdesaan d紬Perkotaan Tahun 2023;

Mengingat　: 1･ Undang-Undang Nomor　8　D五･ Tahun 1956　tentang

Pe皿bentuk狐　Daerah Otonom Kota-Kota Besar dala皿

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republ此　工ndonesia Tahun 1956　Nomor　59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1092);

2･ Undang-Undang Nomor 6 Tah皿1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara

Republ址Indonesia Tahun 1983　Nomor　49, Tambahan

Lemb祉an Negara Repu班k Indonesia Nomor　3262)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, tera址ir dengan

Undang-Und紬g Nomor　28　Tahun　2007　tenta皿g

Pembah紬Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
85, Ta皿bah紬　Lembaran Negara Republ並　寒ndonesia

Nomor 4740);

3･ L励dang-Uれdaれg....



3･ Und狐g-Undang No皿or 12　Tahun 1985　tentang Pa｣ak

Bumi dan Bangunan (しembaran Negara Republik

重ndonesia Nomor　68, Tambah孤　Lembaran Nega工a

Republik　量ndonesia Nomor　3312) sebaga王mana telah

diubah dengan Und皿g-Undang Nomor 12 Tahun 1994

tentang Pembahan Atas Undang-Und紬g Nomor 12 Tahun

1985　tent紬g Pajak Bu皿i dan B狐gunan (Lembar紬

Negara Republik Indonesia Nomor　62, Tambahan

Lembaran Nega重a Republik工ndonesia Nomor 3569);

4. Undang-Unda皿g Nomor　28　Tahun　1999　tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1999　Nomor　75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

5. Undang-Und紬g Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang紬

Negara (Lembaga Negara Republik量ndonesia Tahun 2003

Nomor　47, Tambahan Lembaran Negara Republik

工ndonesia Nomor 4286);

6･ Undang-Und紬g Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah　(しe皿baェan Negara RepubⅡk

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republk Indonesia Nomor　5587) sebagaimana

telah bebc｢apa ka止　diubah terakhir deng肌　Und紬g-

Undang Nomor　6　Tahun　2023　tentang Penetapan

Pcratur孤Peme轟ntah Pengg紬ti Und紬g-Undang Nomor 2

Tahun　2022　tcntang Cipta Kc重ja (Lembar紬　Negara

Repub賞ik　量ndonesia Tahun　2023　Nomor　41, T劃bah孤

Lembaran Negara Republik hdonesia Nomor 6856);

7. Undang-Und紬g Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubung孤

Keu狐gan Anta｢a Pemerintah msat dan Pemehntahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, T劃bahan Lembar紬Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

8. Peraturan peme止ntah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Penghapusan Piutang Negara/daerah (Lembaran

Negara Republik　重ndonesia Tahun　2005　Nomor　31,

Ta皿bahan Le皿bar狐Negara Republik工ndonesia Nomor

4488) sebagalmana telah diuba血beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor　35　Tahun　2017

tent狐g Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemehntah

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan

Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Repub]ik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 201, Ta皿bahan Lembaran

Nega重a Republ址寒ndonesia Nomor 6 1 19);

9･ Peraturan Peme正ntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42タTambahan
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10･ Pera巾ran Dae｢ah Kota Sib○○ga Nomor　8　Tahun　2011

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun

2011),　sebaga王mana te重ah diubah dengan Peratur紬

Daerah Kota Sibolga Nomor　8　Tahun　2014　tentang

Pembahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 201 1

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun

2014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA NOMOR

48　　TAH UN　　2 0 2 3　　TBNTANG PE N G HAPU SAN SANKSI

ADMIN工sTRAT寒F BERupA DENDA ATAs TUNGGA払N　恥じAK

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN

2023,

Pasal暮

Bcberapa ketentu劃dala皿Pcraturan W血i kota Nomor 48 Tahun

2023 tent劃g Penghapus紬Sanksi Adminis廿asi Bempa Denda

Atas Tunggak紬　Pajak Bu皿i dan B孤gun弧　perdesaan dan

Perkota紬Tahun 2023 (Be正ta Daerah Kota Sibolga Nomor 516

Tahun 2023) diubah, sebaga上be轟kut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai behkut :

Pasal4

Penghapus紬s劃ksi ad皿inistrasif bempa denda atas :

a･ PBB-P2 Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2023; dan

b. ketetapan pajak Tahun 2024.

2･ Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai be轟kut :

Pasal 6

Pelaks狐a孤penghapusm sanksi adm血istra宙bempa denda

atas tunggak劃PBB-P2 berlaku mula王t狐ggal 01 September

2023 sampai deng孤31 Desember 2024.




